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Penegakan hukum ini meliputi segala elemen profesi yang ada dan diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan salah satunya adalah bidan. Bidan merupakan profesi
yang dituntut dalam melaksanakan profesinya harus memiliki kualifikasi tertentu dan
izin tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penegakan
hukum dan faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap bidan
sebagai pelaku tindak pidana aborsi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara di Polres
Sungailiat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri Sungailiat. Metode
pendekatan yang digunakan adalah undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari
penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap bidan sebagai
pelaku tindak pidana aborsi yang tidak memiliki surat izin praktik  bidan di
Kabupaten Sungailiat belum optimal hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yakni,
faktor hukum, penegak hukum, kebudayaan, masyarakat, sarana dan prasarana. Oleh
sebab itu penegak hukum harus dapat menjalankan dan menegakan Undang-Undang
maupun Peraturan terkait bidan dan izin praktiknya, sehingga oknum-oknum yang
melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan dan Undang-Undang memilki





LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIME MIDWIFE AS
ACTORS THAT DO NOT HAVE ABORTION LICENSE
PRACTICE MIDWIFE REVIEWED REGULATION
OF THE MINISTER OF HEALT
NUMBER 28 OF 2017
Thesis, Faculty of Law, 2019
Keywords: Law enforcement, midwife, crime, abortion, licenses to practice
midwifery
Law enforcement includes all elements of professions and regulated in Regulation of
the Minister of Health one of which is a midwife. The midwife is a profession that
required in carrying out the profession must have certain qualifications and certain
permits for doing its job extremely has an important role in public health. The
problems of this study include how the rule of law and the factors that hinder the
process of law enforcement of the midwife as the perpetrator of the crime of abortion
in terms of the Regulation of the Minister of Health the number 28 in 2017 on
authorizing and conducting midwifery practices This study uses juridical empirical
method to conduct interviews at the police station Sungailiat, District Health Office /
City, Sungailiat District Court. The method used is the law and approach cases. The
results of this study explain that in law enforcement against criminals midwife as
abortion have a midwife practice license in the District Sungailiat not optimal this is
due to several factors namely, legal factors, law enforcement, culture, people,
facilities and infrastructure. Therefore, law enforcement must be able to carry out
and enforce the Act and related Regulations and license midwives practice, so that
the elements that perform actions prohibited by the Regulations and the Act have the
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